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ABSTRAK 

 

Adinda Sakina, 2021, Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 

Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya, Di bawah bimbingan Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M. dan Ismail, 

S.Sos., M.Si., Universitas Bhayangkara Surabaya. 

 

Skripsi ini berjudul Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam 

Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. 

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan 

yang dilakukan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan pasar 

tradisional sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 

Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar 

Modern di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui evaluasi dari kebijakan 

tersebut, peneliti memilih pasar tradisional Wonokromo sebagai lokasi penelitian. 

Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Metode penelitian ini, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Rumusan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam hal perlindungan 

dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surabaya, (2) Apa saja faktor yang 

mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008, (3) Apa saja 

kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 

2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008 dianggap berhasil. 

(Kata kunci: Kebijakan, pemerintah, perlindungan, pemberdayaan, pasar 

tradisional). 
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ABSTRACT 

 

The Evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 in Terms of The 

Protection and Empowerment of The Traditional Market in Surabaya. 

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Bhayangkara, Surabaya. 

E-mail: adindasakina2609@gmail.com 

 

Thesis entitled The Evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 

in Terms of The Protection and Empowerment of The Traditional Market in 

Surabaya. This study has the objective to determine the success or failure of the 

policy of the government in protecting and empowering traditional market in 

accordance with the Regional Regulation of East Java Number 3 Year 2008 on The 

Protection, Empowerment of The Traditional Market and Modern Market 

Management in The Province of East Java. In order to find out the evaluation of the 

policy, the researchers chose Wonokromo traditional market as a research location. 

This research uses qualitative method with descriptive research type. This research 

method is used to examine the condition of natural objects where the researcher is 

the key instrument. The formulation of the problem used in this study are: (1) How 

is the evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 in terms of the 

protection and empowerment of the traditional market in the City of Surabaya, (2) 

What are the factors that affect in the evaluation of Regional Regulation Number 3 

Year 2008, (3) What are the obstacles and solutions arising from the evaluation of 

Regional Regulation Number 3 Year 2008. The results of this study suggest that 

The Evaluation of Regional Regulation Number 3 Year 2008 is considered 

successful. 

(Key words: Policy, government, protection, empowerment, traditional market). 

mailto:adindasakina2609@gmail.com
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di awal kehadirannya, pasar tradisional mempunyai fungsi yang krusial 

dalam terbentuknya suatu kota dan perkembangan sebuah wilayah. Tumbuhnya 

permukiman-permukiman dan aktivitas sosial-ekonomi didorong oleh pasar 

tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang kemudian 

berkembang menjadi pusat pemerintahan. Awal mula transaksi di pasar 

tradisional, masyarakat setempat melakukan sistem tukar-menukar dengan 

menggunakan kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari Tiongkok. 

Pasar tradisional yang dimulai dari sistem tukar-menukar atau barter telah 

ada sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara di abad 15. Seiring dengan 

berjalannya waktu, sistem barter ini berganti menjadi sistem tawar-menawar 

harga barang kebutuhan sehari-hari. Selain menjadikan pasar tradisional 

sebagai tempat berniaga, masyarakat jaman dulu juga menggunakan pasat 

tradisional sebagai wadah pertemuan, tempat penyebaran informasi, agama, 

serta politik, dan tempat bersosialisasi. Saat nilai uang mulai muncul, sistem 

menukarkan barang kebutuhan sehari-hari diganti dengan sistem jual beli. Jika 

dahulu masyarakat hanya sekedar pergi ke pasar dan pulang sesuai dengan 

kebutuhan, maka kini sudah banyak individu atau sekelompok individu yang 
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sengaja menggeluti bidang perdagangan. Dimana mereka sengaja membuat 

tempat permanen untuk menjajakan barang dagangannya. Seiring berjalannya 

waktu, keberadaan pasar modern mulai menggeser keberadaan pasar 

tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pasar tradisional yang 

semakin menurun dari zaman ke zaman menyebabkan masyarakat enggan 

berbelanja di pasar tradisional. Menurunnya kualitas pasar tradisional itu 

disebabkan oleh lingkungan yang cenderung kumuh, kualitas bangunan pasar 

tradisional yang semakin tua, persebaran pasar modern yang semakin 

menjamur, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan lain-lain sehingga 

masyarakat kehilangan minat untuk berbelanja di pasar tradisional. 

Mulanya keberadaan pasar modern tidak mengancam pasar tradisional. Hal 

ini disebabkan karena pasar modern mentargetkan konsumen dari kalangan 

menengah ke atas dan berada dilingkungan perkotaan, namun seiring 

berjalannya waktu, kini pasar modern mulai mentargetkan konsumen dari 

kalangan menengah ke bawah. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya 

minimarket di daerah kecamatan. Selain itu, dengan berbagai permasalahan 

yang muncul di pasar tradisional, membuat pasar modern seperti Supermarket 

dan Minimarket mulai diminati oleh masyarakat (Ekapribadi, 2007). Salah satu 

dampak nyata dari keberadaan pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional 

adalah penurunan pendapatan dari pedagang pasar setiap harinya. Emiliana 

(2011) “Pasar tradisional kurang kompetitif dengan pasar modern, yang 

disebabkan karena masyarakat lebih memilih berbelanja di toko-toko modern. 

Hal ini dapat dilihat dari toko–toko modern yang lebih nyaman dengan 
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pelayanan mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Toko-

toko modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap di konsumsi, 

dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta menyediakan jenis barang 

yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari”. 

Jumlah pasar modern diperkirakan akan terus bertambah dan tidak 

terkendali. Pertumbuhan pasar modern yang tak terkendali ini di khawatirkan 

akan memunculkan persaingan dengan pasar tradisional yang letaknya 

berdekatan antara satu dengan yang lainnya sehingga omzet pasar tradisional 

akan menurun. 

Sementara itu, kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada disekitar 

Pasar Tradisional menyebabkan adanya persaingan ketat antara pedagang di 

pasar tradisional dan pedangang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL yang menjual 

barang dagangan yang hampir sama dengan produk yang dijual oleh pedagang 

pasar tradisional otomatis membuat pedagang pasar tradisional merugi. 

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih bergantung pada keberadaan 

pasar tradisional. Khusunya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, 

yang menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan mereka untuk melakukan 

kegiatan jual beli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total pasar tradisional 

di Indonesia sejumlah 14.182 unit dan masih unggul dibandingkan toko modern 

sejumlah 1.131 unit maupun pusat perbelanjaan sejumlah 708 unit. Saat ini, 

keberadaan pasar tradisional terbanyak berada di Jawa Timur yaitu sebanyak 

1.823 unit. Kota Surabaya sendiri tercatat memiliki 79 unit pasar tradisional 

yang semuanya dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dan 67 unit pasar 
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tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Surya. Hingga tahun 

2012, sebanyak 19.142 pedagang telah terdaftar diseluruh pasar tradisional yang 

ada di Kota Surabaya. 

Salah satu pasar tradisional yang dikenal oleh banyak masyarakat Surabaya 

adalah Pasar Wonokromo. Pasar tradisional Wonokromo merupakan salah satu 

pasar yang berada di kota Surabaya, pasar tradisional Wonokromo ini menjadi 

salah satu pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Selain 

itu, pasar tradisional Wonokromo ini juga merupakan salah satu pasar 

tradisional yang menjadi favorit masyarakat khususnya daerah Surabaya 

Selatan. Pasar tradisional Wonokromo saat ini berada di tempat yang sama 

dengan pusat perbelanjaan Darmo Trade Centre (DTC). 

Fenomena berkembangnya pasar modern dan kehadiran PKL yang 

memberikan pengaruh terhadap pasar tradisional, membuat Pemerintah kota 

Surabaya menetapkan peraturan yang ditujukan untuk mengatur pengelolaan 

dan manajemen pasar, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan 

Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Semakin pesat berkembangnya pasar modern dan kehadiran PKL 

menyebabkan kondisi pasar tradisional semakin mengkhawatirkan. Belum lagi 

kendala yang di alami pasar tradisional semakin membuat masyarakat memilih 

untuk datang ke pasar modern ataupun PKL daripada ke pasar tradisional. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1.2.1  Bagaimana evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam hal 

perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surabaya? 

1.2.2  Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008? 

1.2.3  Apa saja kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan 

Daerah No.3 Tahun 2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi dan 

memberdayakan pasar tradisional. 

b. Untuk mengetahui dampak dari keberadaan pasar modern dan PKL 

terhadap pasar tradisional. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pasar tradisional tetap 

bertahan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Menurut Saifullah Hasan (2016), manfaat penelitian terbagi menjadi 3 yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan studi ilmu administrasi publik dan menambah bahan 

bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran 
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pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di 

kota Surabaya. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

masukan bagi pemerintah kota Surabaya dalam setiap perumusan dan 

implementasi kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan peran 

pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di 

kota Surabaya. 

c. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah 

dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar 

tradisional di kota Surabaya. 

 

1.5 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah pengertian atau pemahaman dari setiap kata dalam 

judul penelitian yang menjelaskan secara lebih detail. Hal ini dilakukan agar 

pembaca terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam mengartikan 

maksud dari judul penelitian ini. Maka dari itu peneliti akan memberikan 

pengertian dan pemahaman kepada pembaca mengenai maksud dari penelitian 

yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya”. Adapun 

definisi konsep tersebut antara lain: 
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1.5.1  Evaluasi Peraturan Daerah 

 Evaluasi adalah salah satu dari fungsi manajemen, yang berfungsi 

sebagai tolak ukur dalam implementasi sebuah kebijakan atau 

keputusan. Umumnya, sebuah keputusan atau kebijakan bisa di anggap 

berhasil atau tidaknya melalui evaluasi. 

 Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota dapat 

diartikan sebagai penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk 

mengetahui apakah Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan tujuan 

kepentingan umum atau tidak. 

1.5.2  Perlindungan 

 Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memberikan rasa aman 

dalam segala aspek dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak 

manapun. 

1.5.3  Pemberdayaan 

 Pemberdayaan adalah sebuah langkah yang di lakukan oleh 

seseorang atau pihak-pihak tertentu kepada seseorang atau lembaga 

yang bertujuan untuk memperkuat posisi atau kedudukan dari 

seseorang atau lembaga tersebut. 

1.5.4  Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Dalam Rangka 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. 

 Peneliti berusaha untuk mengevaluasi upaya pemerintah kota 

Surabaya dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari 
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persaingan yang tidak sehat sehingga tetap eksis dan mampu 

berkembang menjadi lebih baik, seperti yang dimaksud dalam 

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, 

Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di 

Provinsi Jawa Timur. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami 

fenomena yang di alami oleh subyek penelitian dengan mendeskripsikan data 

dan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian dilakukan dengan cara 

deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan 

manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang 

lazim digunakan (Umar Sidiq &Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 5). 

1.6.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Surya yang berada 

di kota Surabaya. Ada sebanyak enam puluh tujuh unit pasar tradisional 

yang terdaftar dan di kelola oleh PD Pasar Surya. Peneliti memilih salah 

satu pasar tradisional yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 

Pasar Tradisional Wonokromo. PD Pasar Surya terletak dijalan Manyar 

Kertoarjo V No.2, Mojo, Kec.Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Sedangkan Pasar Tradisional Wonokromo berada di Jl. Stasiun 
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Wonokromo Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya 

Selatan, Provinsi Jawa Timur. 

Pasar Tradisional Wonokromo dipilih menjadi lokasi penelitian karena 

merupakan salah satu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya, selain 

itu lokasinya yang sangat strategis berada di pintu masuk menuju 

tengah Kota Surabaya. Pasar Wonokromo ini sangat dekat dengan 

fasilitas-fasilitas umum lain, misalnya dekat dengan pusat perbelanjaan 

modern, dekat dengan rumah sakit, terminal dan dekat pula dengan 

stasiun. Pasar Wonokromo dikenal sangat lengkap menyediakan 

berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Mulai ikan, rempah-rempah, 

sayur mayur, buah, dan daging yang semuanya masih segar. Ada pula 

pedagang pakaian. Selain itu, Pasar Wonokromo buka sejak pagi 

hingga sore, sehingga pengunjung pasar bisa datang berbelanja 

sewaktu-waktu. 

 

1.6.2  Subyek Penelitian 

Adapun sumber data yang peneliti peroleh berasal dari hasil wawancara 

di pasar tradisional Wonokromo dan data dari kantor PD Pasar Surya. 

Untuk mendapatkan suatu laporan pengamatan yang baik dan terarah, 

maka diperlukan data yang lengkap dan relevan dengan permasalahan 

yang dihadapi, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Dalam 

penelitian ini, subyek penelitian yaitu: 
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a. PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya merupakan pengelola 

Pasar Tradisional Wonokromo. 

b. Kepala pasar tradisional Wonokromo, yang merupakan 

penanggungjawab Pasar Tradisional Wonokromo. 

 

1.6.3  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana Evaluasi 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dalam upaya 

melindungi dan memberdayakan pasar tradisional supaya tidak kalah 

saing dengan pasar modern yang semakin meluas dan kehadiran PKL, 

sebab di khawatirkan dengan kondisi pasar tradisional yang kurang 

memadai, menjadikan konsumen atau masyarakat beralih ke pasar 

modern ataupun PKL dan mengakibatkan pasar tradisional kehilangan 

konsumen dan berimbas pada pedagang di pasar tradisional yang 

kehilangan omzet. 

Fokus Penelitian ini membahas tentang: 

a. Evaluasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya dalam upaya melindungi dan memberdayakan pasar 

tradisional Wonokromo. 
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b. Faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 

Tahun 2008. 

c. Kendala dan solusi yang ditimbulkan dari evaluasi Peraturan 

Daerah No.3 Tahun 2008. 

Sub fokus dalam penelitian ini yaitu dalam melaksanakan evaluasi 

terhadap Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008, diperlukan 5 (lima) 

indikator dalam menentukan apakah evaluasi dinilai berhasil atau 

tidak. Indikator tersebut adalah efektivitas, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. 

 

1.6.4  Sumber Informasi 

Untuk mendapatkan informasi dalam sebuah penelitian, peneliti 

membutuhkan adanya sumber informasi. Sumber informasi memiliki 

dua macam yaitu: 

1.6.4.1  Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari informan dan dari catatan lapangan yang cocok 

dengan permasalahan yang diteliti. Data primer juga 

merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh 

responden, berupa hasil wawancara. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber primer terkait dengan Evaluasi Peraturan 
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Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya adalah: 

a. PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya merupakan 

pengelola Pasar Tradisional Wonokromo. 

b. Kepala pasar tradisional Wonokromo, yang merupakan 

penanggungjawab Pasar Tradisional Wonokromo. 

1.6.4.2  Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak 

langsung melalui buku, dokumentasi, dan keterangan lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis sumber informasi 

sekunder dapat berupa petunjuk untuk sumber informasi 

primer yang ditulis bukan oleh penelitinya langsung dan 

umumnya sumber informasi sekunder dianggap kurang akurat. 

Termasuk dalam golongan informasi ini, misalnya katalog 

perpustakaan, katalog penerbitan, tinjauan artikel, majalah dan 

indeks. 

Dari dua sumber penelitian tersebut diharapkan akan dapat diperoleh 

data yang berkaitan dengan bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah No. 

3 Tahun 2008 Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional di Kota Surabaya. 
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1.6.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode atau cara yang 

dilakukan untuk mendapatkan data-data dilapangan agar hasil 

penelitian dapat bermanfaat dan menjadi teori baru atau penemuan baru 

(Umar Sidiq &Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 58). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara 

dan dokumentasi. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dijelaskan 

mengenai metode pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi. 

1.6.5.1  Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan 

dan dalam kondisi alamiah, di mana arah pembicara mengacu 

pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 

kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami 

(Umar Sidiq &Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 62). Dalam 

penelitian ini, model wawancara terbuka dipilih oleh peneliti. 

Peneliti berusaha untuk memperoleh informasi awal tentang 

berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga 

peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan apa yang 

perlu diteliti. Untuk memperoleh gambaran permasalahan 

yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara 

kepada pihak – pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang 
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ada dalam objek. Dimana wawancara tersebut nantinya 

digunakan untuk menambah informasi serta data dan 

mengetahui gambaran dilapangan mengenai Evaluasi 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya. Wawancara mendalam akan digunakan pada 

penelitian ini dan pihak-pihak yang akan di wawancarai 

seperti: 

a. PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya merupakan 

pengelola Pasar Tradisional Wonokromo. 

b. Kepala pasar tradisional Wonokromo, yang merupakan 

penanggungjawab Pasar Tradisional Wonokromo. 

1.6.5.2  Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Dokumentasi 

adalah pengumpulan dokumen dan data- data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian setelah itu ditelaah secara 

mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Umar Sidiq 

&Moh. Miftachul Choiri : 2019 : 73). Teknik ini dibutuhkan 

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Evaluasi 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Dalam Rangka 
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Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya. 

 

1.6.6  Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori 

Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan 

empat langkah: pengumpulan data (data collection), kondensasi data 

(data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik 

simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), 

pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan 

(abstracting), dan transformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal 

Andi misna, 2015). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai 

teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) akan diterapkan 

sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles,Huberman (Miles,Huberman dan Saldana, 2014:14) 

Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 

(Conclusions: 

Drawing/Verifying 

Penyajian Data (Data 

Display) 

Kondensasi Data (Data 

Condensation) 

Pengumpulan Data 

(Data Collection) 
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Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu 

aspek kunci secara umum, analisinya terutama tergantung pada 

keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi 

diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, 

data kaya rincian dan panjang. 

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Miles dan Huberman (2014 : 10) Dalam kondensasi data merujuk 

kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada 

catatan lapangan maupun transkip dalam penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Pemilihan (Selecting) 

Menurut Miles dan Huberman (2018:18) peneliti harus 

bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana 

yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin 

lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa 

yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 
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b. Pengerucutan (Focusing) 

Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa 

memfokuskan data merupakan bentuk pra-analis. Pada tahap 

ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan 

rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan 

dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang 

berdasarkan dari rumusan masalah. 

c. Peringkasan (Abstracting) 

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataanpernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul 

dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan 

cukupan data. 

d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data Simplifying dan 

Transforming) 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi 

yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data 

yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 
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sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba 

untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan 

tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta 

mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. 

Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh agen travel OurTrip1st pada 

wisatawan mancanegara berdasarkan bukti, data dan juga temuan 

yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan. 

 

1.6.7  Langkah – Langkah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan melalui proses atau langkah-langkah 

tertentu agar penelitian ini menjadi terstruktur dan bisa berjalan dengan 

baik. Adapun langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Persiapan Penelitian. 

a. Mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah yang 

akan di teliti, agar pembahasan tetap focus dengan judul dan 

tidak berkembang kemana-mana. 

b. Membuat rancangan waktu penelitian, agar pelaksanaan 

penelitian menjadi akurat dan tepat waktu. 

c. Melakukan survey ke pasar tradisional Wonokromo yang akan 

dijadikan sebagai obyek penelitian. 

d. Mencari dan menelaah kepustakaan untuk mencocokan antara 

fakta di lapangan dengan teori yang ada. 

e. Mengirim surat kepada kantor PD Pasar Surya guna meminta 

ijin untuk menjadikan pasar tradisional Wonokromo sebagai 

bahan penelitian. 

f. Mengirimkan surat kepada PD Pasar Surya untuk melakukan 

wawancara. 

g. Setelah permohonan disetujui dilakukan kesepatakan jadwal 

pelaksanaan penelitian dan wawancara, serta tidak lupa 

mendata keakuratan waktu penelitian. 

 

2. Bimbingan Penelitian. 

a. Konsultasi kepada Kepala Program Studi mengenai konsep 

Penelitian yang akan diteliti. 
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b. Konsultasi konsep penelitian kepada Dosen Pembimbing 

Penelitian. 

c. Konsultasi mengenai rencana penelitian selanjutnya. 

d. Konsultasi mengenai hasil wawancara, pengelolaan data, dan 

analisis data kepada Dosen Pembimbing. 

e. Konsultasi mengenai Penyusunan Laporan. 

 

3. Persiapan Wawancara dan Kegiatan Wawancara. 

a. Menentukan melakukan wawancara kepada siapa. 

b. Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi 

bahan pembicaraan. 

c. Menyiapkan peralatan yang digunakan untuk wawancara 

(Gawai untuk merekam, ATK , dll). 

d. Menghubungi kembali beberapa narasumber, untuk 

mendapatkan informasi apakah bersedia untuk diwawancara. 

e. Mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dengan 

beberapa narasumber. 

f. Memohon ijin, unuk melakukan wawancara kedua kalinya, 

apabila ada data yang kurang lengkap atau permasalahan yang 

belum dimengerti. 
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4. Mengelola Data dan Menganalisis Data. 

Setelah memperoleh berbagai informasi dan data yang diperlukan 

dari berbagai pihak terkait tentang permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data yang didapat, kemudian menganalisis data tersebut. 

 

5. Menyusun Hasil Penelitian dan Penyampaian Hasil Penelitian. 

Setelah melalui proses pengolahan data dan menganalisis data, 

maka langkah yang terakhir yaitu menyusun hasil penelitian 

tersebut dan menyampaikan hasil penelitian tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian kajian pustaka peneliti terlebih dahulu memaparkan dan 

memberikan penjelasan tentang penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. Pada bab ini, peneliti juga menguraikan 

tentang teori kebijakan publik yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian ini. Selain itu, kerangka konseptual penelitian yang 

menjelaskan tentang konsep yang diteliti akan dibahas dalam bab ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti / Judul 

Perbedaan 

Peneliti Terdahulu Penulis 

1. Finta Nurhadiyanti 

(2013) dengan judul 

GURITA 

NEOLIBERALISME: 

PASAR MODERN 

DAN PASAR 

TRADISIONAL DI 

KOTA SURABAYA. 

(Kualitatif) 

Kebijakan yang mengatur 

tentang pasar modern 

dinilai belum terperinci dan 

menyebabkan keberadaaan 

pasar modern tersebar dari 

perkotaan hingga ke 

perkampungan, bahkan di 

trotoar jalan raya. Pihak 

pasar tradisional pun dibuat 

resah oleh fakta ini, 

sehingga pasar modern 

dianggap sebagai saingan 

mereka. Berkaitan dengan 

masalah ini, pemerintah 

diharapkan mulai 

menyeleksi individu yang 

ingin meminta izin 

Kondisi pasar tradisional 

yang kurang bersih dan 

kurang nyaman, membuat 

beberapa pihak mendirikan 

pasar modern yang lebih 

nyaman, praktis, dan bersih 

serta rapi. Hal inilah yang 

membuat pasar tradisional 

mulai kehilangan pembeli 

dan membuat omzet penjual 

di pasar tradisional mulai 

berkurang. 
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pembukaan ritel pasar 

modern yang  baru. 

2. Dian Ferricha, H 

Fauzan (2020) dengan 

judul 2020 How The 

Policy And 

Empowerment Of 

Traditional Markets In 

Indonesia? 

(Kualitatif) 

Dari penelitian ini, 

ditemukan bahwa 

pemerintah wajib 

mengelola dan menjaga 

keberadaan pasar 

tradisional sebab pasar 

tradisional berfungsi 

sebagai pusat kegiatan yang 

dibutuhkan oleh 

masyarakat. Pemerintah 

diharapkan dapat 

mengimplementasikan 

regulasi yang baik untuk 

mengatur pasar tradisional 

dan pasar modern agar 

persaingan menjadi adil. 

Dalam penelitian saya, 

pemerintah kota Surabaya 

dan PD Pasar Surya wajib 

mengelola manajemen pasar 

tradisional. Selain itu, 

masyarakat juga memiliki 

peran dalam menjaga 

keberadaan pasar tradisional. 

3. Ishworo Widyanto 

(2015) dengan judul 

UPAYA 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PASAR 

TRADISIONAL 

DALAM 

MENGHADAPI 

PERSAINGAN 

PASAR MODERN. 

(Kualitatif) 

Dalam penelitian ini, 

ditemukan bahwa 

keberadaan pasar modern 

menjadi ancaman bagi 

sejumlah pedagang pasar 

tradisional, karena 

maraknya pendirian pasar 

modern mulai dari kawasan 

kota hingga pelosok, 

sehingga di khawatirkan 

akan mematikan potensi 

perekonomian masyarakat 

kecil. Hal ini bertentangan 

dengan Perda Kabupaten 

Tulungagung Nomor 6 

Tahun 2010 dalam upaya 

pemerintah daerah 

melindungi dan 

memberdayakan pasar 

Dalam penelitian saya, pasar 

tradisional mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat 

bukan hanya karena 

keberadaan pasar modern 

yang semakin banyak, tetapi 

juga karena kondisi 

lingkungan pasar tradisional 

yang cukup memprihatinkan. 
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tradisional dari ancaman 

keberadaan pasar modern. 

4. Afif Noor (2013) 

dengan judul 

PERLINDUNGAN 

TERHADAP PASAR 

TRADISIONAL DI 

TENGAH 

EKSPANSI PASAR 

RITEL MODERN. 

(Kualitatif) 

Berdasarkan penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan terhadap 

pasar tradisional harus 

dilakukan ditengah 

ekspansi pasar modern 

yang kian pesat 

perkembangannya. 

Perlindungan tersebut dapat 

dilakukan antara lain 

dengan cara memberlakuan 

zonasi keberadaan pasar 

modern. Perlindungan 

terhadap pasar tradisional 

juga dapat dilakukan 

dengan cara memperketat 

proses perijinan dan 

penegakan hukum. Oleh 

karena itu, sangat penting 

untuk dibuat sebuah 

peraturan perundangan 

yang memiliki daya ikat 

bagi setiap pelaku ekonomi 

maupun pembuat kebijakan 

dalam industri ritel yang 

memuat sanksi bagi para 

pelanggarnya dan 

karenanya tidak cukup 

hanya dituangkan dalam 

bentuk Peraturan Presiden 

maupun Peraturan Menteri 

tetapi harus dituangkan 

dalam bentuk undang-

undang. 

Dalam penelitian saya, 

perlindungan terhadap pasar 

tradisional yang 

keberadaannya semakin 

tergeser oleh pasar modern. 

Selain di lindungi, pasar 

tradisional juga harus 

diberdayakan agar pasar 

tradisional tidak kalah saing 

dengan pasar modern. 

5. Ni Komang Devayanti 

Dewi (2018) dengan 

judul 

Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, dapat 

ditarik kesimpulan yaitu, 

Pendirian pasar modern yang 

semakin tersebar luas di 

khawatirkan dapat 
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PERLINDUNGAN 

HUKUM 

TERHADAP PASAR 

TRADISIONAL DI 

ERA LIBERALISASI 

PERDAGANGAN. 

 

(Hukum normatif) 

pertumbuhan dan 

perkembangan pasar 

modern yang semakin tidak 

terkendali, jika dibiarkan 

maka bisa menyebabkan 

keberlangsungan pasar 

tradisional akan tergusur 

dan tersingkirkan. Oleh 

sebab itu, perkembangan 

pasar modern wajib 

dikendalikan dengan 

instumen hukum. Bukan 

hanya menggunakan 

peraturan saja, tetapi juga 

diperlukan komponen 

lainnya yaitu struktur 

hukum dan kultur hukum. 

Tiga komponen ini 

diharapkan dapat 

berlangsung dengan efektif 

dan beriringan sehingga 

kepastian hukum, keadilan, 

dan ketertiban dapat 

diwujudkan, dan 

kedamaian baik secara 

internal negara maupun 

bangsa dapat tercapai. 

menyebabkan persaingan 

tidak sehat dengan pasar 

tradisional. Akibatnya, 

keberadaan pasar tradisional 

akan semakin tersingkirkan. 

Oleh sebab itu, pasar 

tradisional perlu dilindungi 

dengan aspek perlindungan 

hukum dan aturan zonasi, 

sehingga keberadaan dan 

keberlangsungan pasar 

tradisional dapat terus 

terjaga. 

 

2.2 Teori Kebijakan 

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti 

government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan 

merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara 

berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili 
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sistem politik suatu negara. Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo 

Agustino (2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan 

kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna 

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud. Menurut 

Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007 : 3) menerangkan 

kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai ‘whatever 

government choose to do or not to do’. Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa 

saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. 

Untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang baik dan legitimated, 

maka dalam studi kebijakan publik ada proses atau tahapan-tahapan kebijakan 

yang harus benar-benar diperhatikan. Menurut William Dunn (1994 : 17) 

secara spesifik menggambarkan tentang proses atau tahapan kebijakan publik. 

Hal ini menunjukkan, bahwa kebijakan publik memiliki dimensi dan sudut 

pandang yang sangat luas. Adapun dimensi dari kebijakan publik itu adalah 

sebagai berikut: 

a. Agenda Setting (perumusan masalah). Tahap ini memberikan informasi-

informasi terhadap kondisi yang terjadi dan berkembang di masyarakat. 

b. Policy Formulation (peramalan). Tahap ini memberikan suatu alternatif 

kebijakan di masa yang akan datang mengenai masalah-masalah yang 

terjadi di masyarakat. 
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c. Policy Adoption (rekomendasi kebijakan). Tahap ini, memberikan 

rekomendasi alternatif kebijakan kepada pemerintah dengan dukungan 

dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga ataupun 

keputusan dari lembaga peradilan tentang penyelesaian masalah-masalah 

yang berkembang di masyarakat. 

d. Policy Implementation (implementasi kebijakan). Pada tahap ini alternatif 

kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan selanjutnya 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang mengerahkan sumber daya 

keuangan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan alternatif 

kebijakan dimaksud. 

e. Evaluation (evaluasi kebijakan). Pada tahapan ini, kebijakan yang telah 

dilaksanakan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana 

kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah. 

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007 : 5) 

menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang 

saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan 

yang legal atau sah secara hukum(authoritative choice), dan sebagai hipotesis 

(hypothesis). 

a. Kebijakan publik sebagai tujuan, kebijakan publik pada akhirnya 

menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil 

tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 
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b. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal, pilihan tindakan 

dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga 

yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu 

mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan 

tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau 

peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau 

mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. 

c. Kebijakan publik sebagai hipotesis, kebijakan dibuat berdasarkan teori, 

model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan 

senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai prilaku. Kebijakan 

selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan 

sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang 

tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-

perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme 

mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. 

 

2.3 Teori Implemetasi Kebijakan 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik 

biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan 

dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori 

siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu 

tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah 

wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, 
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atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-

luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk 

pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan 

berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara 

beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau 

privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk 

bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979 dalam Solichin 

Abdul Wahab (2012 : 135) menjelaskan makna implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian 

implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

Menurut pandangan Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005 : 90) 

terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi 

kebijakan, yaitu: 

a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
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b. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, maupun sumber daya non 

manusia. 

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

d. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. 

Proses implementasi memiliki keterikatan yang kuat dengan evaluasi 

kebijakan. Implementasi kebijakan adalah variabel paling krusial yang 

pengaruhnya sangat besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. 

Implementasi juga menjadi pembuktian apakah pemerintah memiliki respon 

dan cara yang tepat dalam merangkul kepentingan masyarakat. 

 

2.4 Teori Evaluasi Kebijakan 

Menurut William Dunn (2003 : 608) mendefinisikan istilah evaluasi dapat 

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan 

penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang 

valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh 



31 

 

kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, 

evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan 

lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun 

berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih 

berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi 

kebijakan publik. 

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan ataupun program hendaknya dibuat 

tahapan agar evaluasi jelas dan terfokus. Tahapan dalam evaluasi yaitu: 

a. Menentukan untuk apa evaluasi tersebut, evaluasi dapat mempunyai dua 

fungsi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Evaluasi formatif dipakai 

untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, 

sedangkan fungsi sumatif evaluasi di pakai untuk pertangungjawaban, 

keterangan, seleksi atau lanjutan. 

b. Apa objek evaluasi. Hampir semua unit kebijakan, program, ataupun 

proyek dapat dijadikan objek evaluasi. Penting sekali menentukan dan 

mengetahui apa yang akan dievaluasi. Hal ini akan menolong menentukan 

apa informasi yang dikumpulkan dan bagaimana menganalisisnya. Ini 

akan membantu pemfokusan evaluasi dan merumuskan tujuan yang jelas 

akan menghindari salah tafsir dan kesalahpahaman. 

c. Aspek dan dimensi objek apa yang akan dievaluasi. Setelah menentukan 

objek selanjutnya menentukan aspek apa saja yang akan dievaluasi. Dalam 

penelitian ini agar lebih sederhana, dapat dibagi menjadi 3 aspek utama 

yaitu, input, process, dan output. 
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d. Kriteria apa yang di pakai dalam dalam menilai suatu objek. Apabila 

kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi hanya ketercapaian tujuan, 

ini adalah hal yang mudah. Ketercapaian tujuan merupakan sebagian isu 

kriteria evaluasi. Kriteria lain yaitu identifikasi kebutuhan, nilai-nilai 

sosial, mutu, dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif 

lainya. 

e. Apa standar untuk menilai evaluasi. Standar yang dikembangkan oleh 

committee on standard for educational evaluation (1981) menerangkan 

evaluasi hendaknya mengandung: 

- Utility (bermanfaat dan praktis) 

- Accuracy (secara teknik tepat) 

- Feasibility (realistik dan teliti) 

- Proppriety (dilakukan dengan legal dan etik) 

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan untuk menemukan 

penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir 

pada dampak yang diharapkan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan 

kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap 

tahapan kebijakan. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan 

pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, 

dan dampak seperti apa yang didapatkan. Evaluasi kebijakan merupakan akhir 

dari tahapan-tahapan kebijakan. 
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2.5 Tinjauan Pustaka 

2.5.1  Evaluasi Peraturan Daerah 

 Evaluasi Peraturan Daerah berguna untuk mengetahui efektifitan 

dan efisiensi dari sebuah rencana, kegiatan, atau kebijakan. Evaluasi 

juga berguna untuk melihat tingkat keberhasilan suatu proyek, kendala 

yang dihadapi, kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Selain itu, 

evaluasi juga digunakan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan sebuah 

rencana, kegiatan, atau kebijakan secara objektif dengan tolak ukur 

yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah melakukan evaluasi, 

hasil yang didapat bisa dipakai sebagai feedback untuk perencanaan 

selanjutnya kearah pelaksanaan yang lebih baik. 

 Evaluasi berasal dari bahasa Inggris "evaluation" yang berarti 

penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan sebuah proses 

menetapkan nilai untuk suatu hal atau obyek yang didasarkan pada 

panduan-panduan tertentu guna menetapkan tujuan tertentu. Evaluasi 

bisa di artikan sebagai proses tolak ukur terhadap efektivitas 

strategi yang digunakan dalam upaya mencapai sebuah tujuan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 3) Evaluasi adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bagaimana sesuatu bekerja, yang selanjutnya informasi tersebut 

digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 
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keputusan. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak pembuat kebijakan atau 

keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil kedepan 

berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. 

 Sedangkan menurut Worthen dan Sanders (1987 : 1) berpendapat 

bahwa evaluasi adalah proses mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu 

yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, 

produksi serta alternatif prosedur tertentu. Oleh sebab itu, evaluasi 

bukanlah satu hal baru didalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan 

evaluasi selalu mengiringi kehidupan manusia. Jika manusia sudah 

mengerjakan sesuatu, maka akan timbul penilaian apakah sesuatu yang 

telah dikerjakan tersebut sesuai dengan tujuan semula. 

 Berdasarkan pendapat para ahli mengenai evaluasi, dapat di ambil 

kesimpulan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh 

individu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan. 

Keberhasilan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil 

yang di akibatkan oleh kebijakan tersebut. 

 Evaluasi memegang peranan penting dalam suatu 

kebijakan Worthen dan Sanders, 1987 (Tayibnapis, 2008 : 2) antara 

lain memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk: 

a. Membuat keputusan dan kebijaksanaan. 

b. Menilai hasil yang diraih. 

c. Menilai kurikulum. 
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d. Memberi kepercayaan. 

e. Mengawasi dana yang telah diberikan. 

f. Memperbaiki program dan materi. 

 Menurut Dunn (1999), pada umumnya ada tiga cara pelaksanaan 

evaluasi yaitu; 

a. Membandingkan keadaan atau fakta yang didapat dari penelitian dan 

pengamatan dengan tujuan yang ingin di raih oleh suatu kebijakan. 

b. Membandingkan sebagian hasil kebijakan dalam kaitannya dengan 

input yang digunakan, misalnya kondisi pasar tradisional yang telah 

dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah, dengan kondisi pasar 

tradisional yang masih belum dilindungi dan diberdayakan oleh 

pemerintah. 

c. Membandingkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu di 

tempat yang sama sebagai hasil pelaksanaan suatu program tertentu. 

2.5.2  Perlindungan 

 Seperti yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan 

Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur, pasal 23 ayat 1, perlindungan 

merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

upaya melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko 

modern dan sejenisnya, sehingga keberadaan pasar tradisional mampu 

bertahan dan berkembang menjadi lebih baik selayaknya suatu usaha. 
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 Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-

pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian 

hukum tentang status hak pakai lahan pasar. Dalam melakukan 

perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, 

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan 

perlindungan dalam berbagai aspek yaitu : 

a. Lokasi pasar yang menguntungkan dan strategis bagi pasar 

tradisional. 

b. Kepastian hukum dan jaminan usaha kepada pasar tradisional agar 

terhindar dari kemungkinan penggusuran yang merugikan pelaku 

usaha pasar tradisional. 

c. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek 

lokasi maupun aspek lainnya. 

d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin 

keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan 

harta benda yang diperdagangkan. 

 

2.5.3  Pemberdayaan 

 Menurut ketentuan umum ayat 1 pasal 23, Peraturan Daerah nomor 

3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional 

Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur, pemberdayaan 
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ialah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar 

tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar 

keberadaannya tetap terjaga dan mampu berkembang menjadi suatu 

usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan 

fisik/tempat sehingga dapat bersaing dengan pasar modern. 

 Dalam melakukan pemberdayaan kepada pasar tradisional, usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang 

ada di dalamnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk 

melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek yaitu : 

a. Melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, 

kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada 

di dalamnya. 

b. Memberi subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 

menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada 

didalamnya. 

c. Meningkatkan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, 

kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 

dalamnya. 

d. Melakukan pengembangan kepada pasar tradisional dan pelaku-

pelaku usaha yang ada di dalamnya. 

e. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai 

sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang. 
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f. Pengarahan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada 

pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau 

pasar penunjang. 

 

2.5.4  Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

 Di Indonesia, pasar di golongkan menjadi dua jenis yaitu pasar 

tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat 

dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan ditandai 

dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Biasanya, didalam 

pasar tradisional terdapat proses tawar-menawar. Sementara pasar 

modern penjual dan pembeli tidak melakukan transakasi secara 

langsung, hal ini tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Hanya 

saja, di pasar modern pembeli cukup melihat label harga yang terpasang 

di dalam barang (barcode), selain itu letak pasar modern berada dalam 

bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau 

dilayani oleh pramuniaga. 

 Menurut Gallion (1986), pasar tradisional merupakan bentuk yang 

paling awal dari pasar yang terdiri dari deretan stan atau kios yang 

berada di ruang terbuka. Pada umumnya toko atau kios-kios di pasar 

tradisional berada di sepanjang jalan utama dekat pemukiman 

penduduk. Sejak dahulu para pedagang dan petani sudah banyak 

melakukan pertukaran hasil pertanian di tempat tersebut. Adapun ciri-

ciri dari pasar tradisional yaitu: 
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a. Terdapat sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 

b. Pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh 

pemerintah daerah. 

c. Berbagai jenis tempat usaha yang menjadi satu dalam lokasi 

yang sama. 

d. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan di dalam pasar 

tradisional adalah produksi yang dilakukan oleh rumah tangga 

dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

masyarakat. 

e. Adanya rasa tolong menolong dan kekeluargaan yang bisa 

dilihat dari sebagian besar penjual di pasar tradisional. 

Sedangkan Pasar Modern adalah pasar yang dikelola dan dibangun 

oleh Pemerintah, Swasta, ataupun Koperasi dimana bentuk 

bangunannya umumnya berupa Toko Modern seperti Indomart dan 

Alfamart, serta Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping 

Centre dan sejenisnya. Pasar modern ini dikelola secara modern, dan 

pelayanan kenyamanan berbelanja lebih diutamakan. Pasar modern 

umunya menggunakan sistem dimana manajemen berada di satu 

tangan, dilengkapi label harga yang pasti, dan bermodal relatif kuat,. 

Pasar modern memiliki ciri-ciri yaitu: 

a. Tidak terdapat proses tawar-menawar dan harga produk adalah 

harga pas. 

b. Tempat di pasar modern cenderung bersih dan nyaman. 
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c. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai di pasar modern 

umumnya baik dan memuaskan. 

d. Tata ruang yang sangat berstruktur dan rapi, memudahkan 

pengunjung dalam menemukan barang yang akan dicari. 

e. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam aktivitas 

di dalam pasar modern. 

f. Di pasar modern, pembayaran selalu dilakukan di kasir. 

Pada saat ini, maraknya pembangunan pasar modern seperti 

Alfamart, Indomart, minimarket dan berbagai swalayan lain telah 

membuat keberadaan pasar tradisional di kawasan perkotaan 

terutama di Surabaya menjadi tersingkirkan. Dengan 

menggunakan konsep penjualan produk yang dikelola secara lebih 

profesional dan lebih lengkap, menjadikan kehadiran pasar modern 

saat ini menjadi pilihan utama masyarakat tertentu dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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2.6 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Kerangka Konseptual: 

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas dan mengevaluasi tentang 

bagaimana kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam rangka perlindungan 

dan pemberdayaan pasar tradisional. Peneliti berpegang pada Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 

Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Dalam mengevaluasi 

Keberaaaan pasar tradisional tetap bertahan sesuai Peraturan 

Daerah No.3 Tahun 2008. 

Evaluasi Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008. 

Faktor yang 

mempengaruhi dalam 

evaluasi Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008. 

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Dalam Rangka 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Provinsi 

Jawa Timur 

1.  

Kendala dan solusi yang 

ditimbulkan dari evaluasi 

Peraturan Daerah No.3 

Tahun 2008. 
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peraturan tersebut, peneliti berfokus pada pembahasan tentang tiga rumusan 

masalah yang telah ditentukan. Fokus pembahasan dari ketiga rumusan 

masalah yaitu: 

Permasalahan pertama yaitu tentang bagaimana evaluasi Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008. Permasalahan kedua yaitu apa saja faktor yang 

mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008. 

Permasalahan ketiga ialah bagaimana kendala dan solusi yang ditimbulkan dari 

evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008. 

Setelah permasalahan tersebut diketahui, perlu adanya solusi yang 

dilakukan pemerintah Kota Surabaya dan juga PD Pasar Surya dalam 

melindungi dan memberdayakan pasar tradisional Wonokromo agar 

keberadaan pasar tradisional Wonokromo tidak tergeser oleh keberadaan pasar 

modern yang semakin meluas sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah No.3 

Tahun 2008. 
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BAB III 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

 

3.1  Gambaran Umum Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Pengadilan Negeri Surabaya) 

Kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Surabaya 

juga menjadi ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya sendiri dibagi 

menjadi beberapa wilayah sebagai wilayah pembantu. Kelima wilayah tersebut 

adalah Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan 

Surabaya Timur. Setiap wilayah tersebut terdiri dari beberapa kecamatan. 

Adapun daftar kecamatan dari tiap wilayah adalah sebagai berikut. 
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1. Wilayah Surabaya Utara yang mana terdiri dari beberapa kecamatan 

yaitu kecamatan Bulak, kecamatan Kenjeran, kecamatan Pabean 

Cantikan, kecamatan Krembangan, dan kecamatan Semampir. 

2. Wilayah Surabaya Barat yang mana terdiri dari beberapa kecamatan 

yaitu kecamatan Tandes, kecamatan Sukomanunggal, kecamatan 

Sambikerep, kecamatan Lakarsantri, kecamatan Asem Rowo, 

kecamatan Benowo, kecamatan Pakal. 

3. Wilayah Surabaya Pusat yang mana terdiri dari beberapa kecamatan 

yaitu kecamatan Simokerto, kecamatan Tegalsari, kecamatan 

Genteng, dan kecamatan Bubutan. 

4. Wilayah Surabaya Selatan yang mana terdiri dari beberapa kecamatan 

yaitu kecamatan Dukuh Pakis, kecamatan Wiyung, kecamatan 

Sawahan, kecamatan Wonocolo, kecamatan Jambangan, kecamatan 

Wonokromo, kecamatan Gayungan, dan kecamatan Karang Pilang. 

5. Wilayah Surabaya Timur yang mana terdiri dari beberapa kecamatan 

yaitu kecamatan Mulyorejo, kecamatan Gunung Anyar, kecamatan 

Gubeng, kecamatan Tenggilis Mejoyo, kecamatan Tambaksari, 

kecamatan Rungkut, dan kecamatan Sukolilo. 

 

3.1.1  Letak Geografis 

 Surabaya yang merupakan salah satu kota besar terhitung 

mempunyai luas wilayah sebesar 326,36 km2 yang terletak di antara 

112o 36 -112o 54 Bujur Timur dan 7o 21 Lintang Selatan. Wilayah kota 
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Surabaya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota. Selat 

Madura menjadi batas langsung di sebelah Timur dan Utara. Sedangkan 

di sebelah Selatan kota Surabaya berbatasan langsung dengan 

kabupaten Sidoarjo. Di sebelah Barat, kota Surabaya berbatasan dengan 

Kabupaten Gresik. 

 Berdasarkan letak geografis, Kota Surabaya berada di hilir sebuah 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. 

Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota 

Surabaya, yaitu Kali Lamong, Kali Surabaya, Kali Jagir, dam Kali Mas. 

Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya merupakan daerah yang rawan 

banjir karena disebabkan oleh limpahan debit air dari sungai yang 

melintas. 

 Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut 

pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya 

memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 

6,52 persen. Kedua wilayah ini merupakan daerah perbukitan landai 

dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada 

kemiringan 5-15 persen. Sebagai dataran rendah, suhu udara di Kota 

Surabaya berkisar antara 27,3oC sampai 30oC. Rata-rata suhu tertinggi 

terjadi Oktober, sedangkan rata-rata suhu terendah terjadi pada bulan 

Juli. 
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 Kota Surabaya memiliki empat (4) jenis batuan yang berbahan sadar 

unit-unit pasir atau tanah liat. Untuk jenis tanah, di kota Surabaya 

sebagian besar merupakan tanah berupa tanah alluvial, selebihnya tanah 

dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Seperti daerah 

tropis lainnya, Surabaya memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan 

musim. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar 

minimum 25°C dan maksimum 30°C. 

Secara administrasi pemerintahan kota Surabaa terdiri dari 31 

kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun 

Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah 

Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi: 

1. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di 

kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak 

dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan 

kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan 

Sidoarjo. 

2. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan 

pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga 

dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, 

wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut 

di sekitar Pantai Timur Surabaya. 

3. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di 

kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan nit 
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pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan 

strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu 

dan kawasan Teluk Lamong. 

4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk 

berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam 

dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata 

pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur 

Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan 

yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan 

Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang 

membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya. 

5. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) 

maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh 

penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan 

berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota. 

 

3.1.2  Visi dan Misi Kota Surabaya 

Visi Kota Surabaya adalah “Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter 

Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”. Sedangkan upaya untuk 

mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi 

pembangunan kota yaitu: 

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
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2. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan 

daya dukung kota. 

3. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan 

efisien. 

4. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas. 

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman 

yang ramah lingkungan. 

6. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya 

kesempatan berusaha. 

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan 

dan jasa antar pulau dan internasional. 

8. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan 

masyarakat. 

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi 

produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. 

10. Memelihara keamanan dan ketertiban umum. 

 

3.2 Profil Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 pasal 

2, Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disebut PDPS adalah 

perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II 
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Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999. PDPS berkedudukan di 

Surabaya dan dapat membuka kantor cabang dan/atau perwakilan di wilayah 

usahanya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 pasal 

6, PDPS didirikan dengan maksud dan tujuan : 

a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang 

lingkup usahanya. 

b. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 

c. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah. 

Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya merupakan badan usaha 

milik pemerintah daerah Surabaya yang bergerak dibidang pelayanan 

masyarakat dalam rangka pemenuhan tempat, sarana, dan prasarana pasar 

tradisional di kota Surabaya. Pasar tradisional di Surabaya dipandang penting 

dalam rangka menggerakkan roda perekonomian bagi kalangan pedagang kecil 

dan menengah. Ditengah-tengah zaman yang serba maju ini, banyak pengusaha 

mulai melirik untuk membuka pasar modern (swalayan, toko serba ada, dll) 

yang menyedikan aneka kebutuhan sehari-hari dengan memberikan segala 

kondisi (tempat yang bersih, nyaman, dan lebih praktis) dan hal inilah yang 

mulai mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional di Surabaya. Dengan ini 

maka tugas Pasar Surya sudah jelas, yaitu memanajemen pasar, mengarahkan 

pedagang, serta mengupayakan agar pasar tradisional tetap eksis dan bisa 

berkontribusi dalam pendapatan daerah. 
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3.2.1  Visi dan Misi PDPS 

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008, Visi Perusahaan 

Daerah Pasar Surya adalah Menjadi Perusahaan Pengelola Pasar 

Terbaik di Indonesia. Sedangkan misi nya adalah Sebagai Perusahaan 

yang sehat, terpercaya, dan kompetitif untuk memberikan kontribusi 

yang optimal bagi masyarakat pemegang saham, karyawan, dan 

stakeholder lainnya. 

 

3.2.2  Uraian Tugas Direksi PDPS 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 

pasal 18 ayat 1, Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab : 

a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan 

tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya 

guna dan hasil guna dari perusahaan. 

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PDPS. 

c. Menetapkan kebijakan PDPS sesuai dengan pedoman kegiatan 

operasional yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

d. Melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan melakukan 

penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan 

Kepala Daerah. 

e. Mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
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f. Menerima, mengangkat, mempekerjakan, memberhentikan, dan 

menjatuhkan sanksi pegawai PDPS berdasarkan peraturan 

kepegawaian yang berlaku. 

g. Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan 

lain bagi para pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian 

lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. 

h. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun kepada Kepala 

Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan. 

i. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi PDPS 

sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan. 

j. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan PDPS 

kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. 

k. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran PDPS 

kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. 

l. Menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam 

tahun yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Badan 

Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. 

m. Menyampaikan laporan keuangan tahunan PDPS yang telah di 

audit kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. 

n. Menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan 

Pengawas dan Pegawai. 
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o. Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dengan 

Peraturan Direksi. 

3.2.3  Uraian Tugas dan Wewenang Badan Pengawas 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 

pasal 32 dan pasal 33, Badan Pengawas mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

Tugas: 

a. Mengawasi kegiatan operasional PDPS. 

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap : 

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi. 

2. Program kerja yang diajukan oleh Direksi. 

3. Laporan keuangan PDPS. 

4. Laporan kinerja PDPS. 

5. Memindahtangankan, membebani hak tanggungan atau 

menggadaikan aktiva tetap milik PDPS. 

6. Rencana kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat 

berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tetap milik 

PDPS. 

7. Penyertaan modal dalam perusahaan lain. 

c. Mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan 

sekali. 
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d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala 

Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

Wewenang: 

a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan 

tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. 

b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDPS. 

c. Mengesahkan rencana kerja dan perubahannya serta anggaran 

keuangan PDPS dan perubahannya. 

d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan 

dan program kerja Direksi tahun berjalan. 

e. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal menetapkan 

susunan organisasi dan tata kerja PDPS. 

f. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal pelaksanaan 

hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 

huruf d dan huruf e. 

g. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penunjukan 

auditor independen. 

3.2.4  Struktur Organisasi PDPS 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 2, maka: 

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota 

Surabaya terdiri dari: 
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a. Unsur Pimpinan. 

b. Unsur Pembantu Pimpinan. 

c. Unsur Pelaksana. 

(2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari: 

a. Direktur Utama. 

b. Direktur Teknik dan Usaha. 

c. Direktur Administrasi Keuangan. 

d. Direktur Pembinaan Pedagang. 

(3) Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 

huruf b terdiri dari: 

a. Sekretaris Perusahaan. 

b. Satuan Pengawas Intern. 

c. Satuan Penelitian dan Pengembangan. 

(4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari: 

a. Cabang. 

b. Unit Pasar. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 3, maka Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf a membawahi dan dibantu oleh : 
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a. Direktur Teknik dan Usaha. 

b. Direktur Administrasi Keuangan. 

c. Direktur Pembinaan Pedagang. 

d. Sekretaris Perusahaan. 

e. Satuan Pengawas Intern. 

f. Satuan Penelitian dan Pengembangan. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 4, maka: 

(1) Direktur Teknik dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b membawahi dan dibantu oleh: 

a. Bagian Bangunan dan Perawatan. 

b. Bagian Keamanan dan Ketertiban. 

(2) Bagian Bangunan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a membawahi : 

a. Sub Bagian Pelaksana Bangunan. 

b. Sub Bagian Perawatan dan Perbaikan. 

c. Sub Bagian Kebersihan. 

d. Sub Bagian Kelistrikan dan Air. 

(3) Bagian Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b membawahi : 
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a. Sub Bagian Keamanan. 

b. Sub Bagian Ketertiban. 

c. Sub Bagian Pencegah Kebakaran. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 5, maka: 

(1) Direktur Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf c membawahi : 

a. Bagian Akuntansi. 

b. Bagian Bendahara. 

(2) Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha Anggaran. 

b. Sub Bagian Akuntansi Umum. 

c. Sub Bagian Penertiban Rekening. 

(3) Bagian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

membawahi : 

a. Sub Bagian Penagihan. 

b. Sub Bagian Pemegang Kas. 

c. Sub Bagian Gaji. 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 6, maka: 

(1) Direktur Pembinaan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) huruf d membawahi Bagian Pemasaran dan Pembinaan 

Pedagang. 

(2) Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) membawahi : 

a. Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha. 

b. Sub Bagian Pengaturan Tempat Usaha. 

c. Sub Bagian Pembinaan Pedagang. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 7, maka Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf a membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha. 

b. Sub Bagian Kepegawaian. 

c. Sub Bagian Rumah Tangga. 

d. Sub Bagian Kendaraan. 

e. Sub Bagian Hukum. 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 8, maka Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf b membawahi : 

a. Pengawas Keuangan dan Material. 

b. Pengawas Kepegawaian. 

c. Pengawas Umum. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 9, maka Satuan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c membawahi : 

a. Sub Bagian Data dan Informasi. 

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan. 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 10, maka Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf a membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha. 

b. Seksi Penagihan. 

c. Seksi Pengawasan. 
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d. Seksi Perawatan. 

e. Seksi Pengaturan Tempat dan Pembinaan Pedagang. 

f. Seksi Ketertiban Pasar. 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya 

pasal 11, maka Unit Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(4) huruf b membawahi : 

a. Wakil Kepala Pasar 

b. Urusan Umum 

c. Sub Seksi Keuangan 

d. Sub Seksi Pemeliharaan 

e. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban 

 

3.3 Profil Pasar Tradisional Wonokromo 

3.3.1  Visi dan Misi Pasar Tradisional Wonokromo 

Visi Pasar Tradisional Wonokromo adalah Menjadi perusahaan 

pengelola pasar terbaik di Surabaya. Sedangkan misi Pasar Tradisional 

Wonokromo adalah Sebagai perusahaan yang sehat terpercaya dan 

kompetitif untuk memberi kontribusi yang optimal bagi masyarakat, 

pemegang saham, karyawan, dan stakeholder lainnya. 
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3.3.2  Sejarah Pasar Tradisional Wonokromo 

Pasar Wonokromo adalah pasar tradisional yang berada di daerah 

Surabaya Selatan, dan merupakan daerah pusat perdagangan yang 

dikenal dengan kawasan segitiga Wonokromo. Asal mula Pasar 

Wonokromo, dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Sebagaimana 

kota pada umumnya pasar di daerah Jawa, Pasar Wonokromo juga 

berasal dari sebuah pasar tradisional yang akrab disebut “Pasar 

Krempyeng”. Pasar Wonokromo dibangun pada tahun 1955 dan 

menjadi pasar yang besar di Asia Tenggara pada masa itu. 

Bangunannya juga terkesan unik dengan ciri khas dua menara utama 

yang berhadapan dengan Stasiun Wonokromo. Seiring perkembangan 

kota Surabaya, pasar tersebut menjadi pusat perdagangan yang selalu 

ramai. Pasar Wonokromo mulai hilang pada waktu terjadi kebakaran di 

tahun 1992 yang menghanguskan sebagian besar kios. Sebagai gantinya 

dibuatlah pasar darurat di samping bangunan utama pasar. Pada tahun 

2002 Pasar Wonokromo kembali mengalami kebakaran yang telah 

menghanguskan hampir seluruh bagian pasar. Oleh sebab itu Wali Kota 

Surabaya mencanangkan untuk diadakannya revitalisasi pasar, akan 

tetapi dalam merealisasikan revitalisasi pasar tersebut Pemkot 

Surabaya mengalami kendala anggaran sehingga perlu adanya 

kemitraan dengan sektor swasta. Dengan diwakili Perusahaan Daerah 

Pasar Surya (PDPS) Surabaya maka Pemkot Surabaya melakukan 

kemitraan dengan sektor swasta yaitu PT Arwinto Intan Wijaya (AIW). 
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Selain melakukan revitalisasi pasar, PDPS juga bertujuan untuk 

mengembangkan pasar di Surabaya dengan dibangunkannya Pasar 

Modern yang sekarang diberi nama Darmo Trade Center (DTC). Dalam 

awal pembangunan tersebut menuai banyak kontra, dimana para 

pedagang melakukan unjuk rasa menolak dibangunnya Pasar Modern 

tersebut. Akan tetapi setelah diadakannya rundingan antara sektor 

publik, sektor swasta, dan para pedagang mengenai pembangunan 

tersebut. Sehingga pembangunan tetap dapat dilaksanakan. Saat ini 

terdapat kurang lebih 1.800 pedagang aktif di Pasar Wonokromo.  
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3.3.3  Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Pasar Wonokromo 

Drs. Ketut Suko Prayitno 

Kepala Urusan Umum 

Dwi Kristiyaningsi 

Kepala Sub Seksi Pemelihara 

Samari 

Kepala Sub Seksi Keuangan 

Mulyatno 

Kepala Sub Seksi Keamanan 

dan Ketertiban 

Heri 

Staff 

 

1. Yayak 

2. Sumarto 

 

Staff 

 

1. Agus 

2. Wahyudi 

3. Ridwan 

4. Kloyong 

 

Staff 

 

Danru I : - Karsono 

- Hariyono 

- Aris 

Danru II : - Samiaji 

- Budi 

- Heri PY 

Danru III : - Lukman 

- Sangaji 

- Mansur 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. 

Seperti yang diinstruksikan didalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 

Bab 4 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 

serta Pengendalian Pasar Modern pasal 6, bahwa pendirian pasar tradisional 

wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail 

Tata Ruang Kota Surabaya termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian 

pasar tradisional perlu mewujudkan pedoman berikut ini: 

a) Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 

keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

Pasar Modern, dan Toko Modern. 

b) Perlu adanya fasilitas yang disediakan untuk menjamin pasar 

tradisional yang aman, bersih, tertib, sehat higienis, dan ruang publik 

yang nyaman. 

c) Wajib menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan bermotor dan tidak 

bermotor yang cukup di dalam area pasar. 

d) Wajib menyiapkan fasilitas halte atau pemberhentian sementara 

kendaraan angkutan umum untuk kepentingan pengunjung yang keluar 

masuk area pasar. 
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e) Wajib memperhatikan kepastian pembagian lahan tempat usaha yang 

sesuai dengan klasifikasi jenis barang dagangan, dengan kelengkapan 

dan kecukupan dana, serta adanya sirkulasi udara. 

f) Kecukupan kuantitas dan kualitas umum, yakni meliputi mushola, 

fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas 

lainnya. 

g) Wajib menyediakan fasilitas pemadam kebakaran dan jalur evakuasi 

bagi para pengunjung pasar dan petugas. 

h) Perbaikan sistem pembuangan sampah dan drainase untuk 

meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar. 

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional serta para pelaku 

usaha yang terdapat di dalamnya. 

Menurut Subarsono (2005:119), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Leo Agustino 

dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik menyebutkan 

bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah terdapat kegagalan dalam 

suatu kebijakan dan untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan 

dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan dampak yang diharapkan 

(dalam Leo, 2006:186). 

William N. Dunn, mengartikan istilah evaluasi dapat berupa penaksiran 

(appraisal), pemberian nilai (rating) dan penilaian (assessment). Secara spesifik 
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Dunn menyebutkan bahwa evaluasi berkaitan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003:608). 

Pengertian evaluasi tersebut mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan 

adalah produk atau keluaran dari hasil pelaksanaan kebijakan, dimana evaluasi 

memiliki nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Evaluasi merupakan 

hasil paling akhir dari suatu proses kebijakan 

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan 

pemberdayaan bagi pasar tradisional dapat dilihat melalui kondisi pasar 

tradisional. Kondisi dan keadaan pasar tradisional menjadi indikator dalam 

menilai apakah kebijakan tersebut berhasil dilakukan atau tidak. 

Kebijakan dinilai berhasil atau gagal dapat dilihat dari indikator-

indikator yang telah dikembangkan. William Dunn mengembangkan lima 

indikator atau kriteria evaluasi yang mencakup sebagai berikut (Subarsono, 

2011:126): 

1. Efektivitas. 

William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis 

Kebijakan Publik: Edisi Kedua, mengatakan bawa efektivitas 

(effectiveness) berkaitan dengan hasil atau akibat dari suatu alternatif 

kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari di 

laksanakannya sebuah tindakan. Yang secara dekat berkaitan dengan 

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai 

moneternya. (Dunn, 2003:429). 
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Berdasarkan hasil temuan di Pasar tradisional Wonokromo, dapat 

dikatakan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya 

berhasil. Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal 

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya 

dinilai berhasil sebab hasil yang di inginkan telah tercapai, yaitu kondisi 

pasar yang telah mengalami perbaikan dan menjadi satu bukti nyata bahwa 

pemerintah melalui PD Pasar Surya berhasil. Peran PD Pasar Surya dalam 

menjalankan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional 

memberikan peluang kepada pasar tradisional Wonokromo untuk terus 

berkembang dan berbenah diri dinilai cukup efektif. 

2. Kecukupan. 

Indikator kecukupan dalam kebijakan publik berarti melihat apakah 

tujuan yang dicapai dalam sebuah pelaksanaan kebijakan dirasa sudah 

mencukupi dalam banyak hal. William N. Dunn menyatakan bahwa 

kecukupan (adequacy) berkaitan dengan seberapa besar tingkat efektivitas 

dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menciptakan 

sebuah masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian tersebut dapat di tarik 

kesimpulan bahwa kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas yang 

mengkaji atau memperkirakan sejauh mana alternatif yang ada bisa 

memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan 

masalah yang terjadi. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dalam indikator kecukupan 

bahwa hasil yang dicapai tidak cukup mampu memecahkan masalah. 

Meskipun kondisi pasar tradisional Wonokromo terbilang bagus dan 

cukup rapi, tetapi itu tidak dapat menyelesaikan persoalan bahwa 

keberadaan pasar modern dan PKL masih menjadi saingan pasar 

tradisional. Hal ini tidak membuat pengunjung pasar modern beralih ke 

pasar tradisional. 

3. Pemerataan. 

 Indikator pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sama 

dengan keadilan yang diperoleh dan diberikan pada sasaran kebijakan 

publik. William N. Dunn menyebutkan bahwa indikator kesamaan (equity) 

erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada 

distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda 

dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Suatu kebijakan tertentu mungkin 

dapat efektif, efisien, dan mencukupi jika manfaat yang dihasilkan sama 

rata. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keberadaan pasar 

tradisional Wonokromo tetap bertahan. Walaupun jumlah pasar modern 

terus bertambah, tetapi tidak sampai mematikan keberadaan pasar 

tradisonal. Sebab pasar tradisional memiliki payung hukum yang cukup 

kuat dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional. 
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4. Responsivitas. 

 Indikator responsivitas dalam kebijakan publik dapat di artikan 

sebagai tanggapan atau respon dari pelaksanaan sebuah kebijakan yang 

diberikan oleh sasaran kebijakan publik. Menurut William N. Dunn 

responsivitas (responsiveness) berkaitan dengan sejauh mana sebuah 

kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Kebijakan dinilai 

berhasil jika dilihat dari respon atau tanggapan masyarakat, yang mana 

sebelumnya telah di prediksi mengenai pengaruh yang ditimbulkan jika 

sebuah kebijaksanaan tersebut di lakukan. 

 Respon atau tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah 

mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun 

wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun menyatakan bahwa 

indikator responsivitas merupakan indikator yang krusial sebab analisis 

yang mampu memenuhi semua indikator lainnya seperti efektivitas, 

kecukupan, dan pemerataan di anggap tidak berhasil jika respon 

masyarakat belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang 

semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437). 

 Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 

dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya dinilai sudah mampu memuaskan pedagang pasar tradisional. 

Hal itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang tetap datang ke pasar 

tradisional dan memahami kepentingan berdirinya pasar tradisional. 
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5. Ketepatan. 

 Indikator ketepatan mengacu pada nilai atau harga serta kuatnya 

pendapat yang mendasari tujuan sebuah kebijakan tersebut. William N. 

Dunn mengemukakan bahwa kelayakan (appropriateness) merupakan 

indikator yang digunakan untuk menyeleksi beberapa alternatif guna di 

jadikan sebagai rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif 

yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. 

Indikator kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena 

kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk 

merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan 

dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). 

Misalnya akibat lain yang tidak mampu di perkirakan sebelumnya baik 

dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan 

alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan 

sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. 

 Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 

2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di 

Kota Surabaya, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai 

mampu membawa dampak positif. Terbukti dengan keberadaan pedagang 

yang tetap terjaga, kondisi bangunan yang cukup baik, dan partisipasi 

masyarakat yang tetap berkunjung ke pasar tradisional. 
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4.2 Faktor Yang Mempengaruhi dalam Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 

2008. 

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia tercatat sejumlah 13.450 unit 

dan sanggup menampung lebih dari 12.625.000 pedagang (Bintoro, 2012). 

Menurut Ni Komang Devayanti, berdasarkan keberadaan pasar tradisional 

yang sebanyak itu dapat digunakan dengan baik oleh pedagang pasar 

tradisional maupun para pelaku ekonomi sebagai tempat atau ajang untuk 

berniaga, apabila pasar tradisional tersebut ditata dan dikelola dengan baik. 

Pasar tradisional bagaikan wadah ekonomi yang dapat dijadikan tempat 

berdagang dan bisa digunakan oleh pelaku ekonomi lain seperti: petani, juru 

parkir, juru angkut, produsen, bahkan jasa perbankan, sehingga roda 

perekonomian masyarakat dapat terus berputar dan mampu memberikan 

kesejahteraan dan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat dan negara 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Di balik fungsi penting yang dimiliki pasar tradisional, ada sejumlah 

permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan oleh para pembuat 

kebijakan dan pengelola terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar 

tradisional. Laju pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern yang 

semakin meningkat mengakibatkan menurunnya pendapatan dan keuntungan 

pasar tradisional. Selain itu, pola sosial ekonomi masyarakat di sekitar pasar 

tradisional seperti perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu alasan 

mengapa masyarakat mulai berpindah ke pusat perbelanjaan dan toko modern 

(Firmanzah & Halim, 2012). Keberadaan pasar tradisional wajib dilindungi dan 



71 
 

diberdayakan seiring dengan semakin kritisnya persaingan dengan pasar 

modern. Oleh sebab itu, maka kondisi pasar tradisional perlu di perhatikan agar 

dapat menyusun strategi pengelolaan pasar tradisional yang baik dan sesuai 

dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan 

zaman (Firmanzah & Halim, 2012). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti bertujuan untuk 

mengevaluasi bagaimana seharusnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

No.3 Tahun 2008 melindungi dan memberdayakan pasar tradisional 

Wonokromo. Perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional ini dilakukan 

oleh PD Pasar Surya selaku pengelola Pasar Tradisional Wonokromo. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan petugas PD Pasar 

Surya terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota 

Surabaya. 

Untuk itu peneliti menanyakan permasalahan apa saja yang dapat 

mengancam keberadaan pasar tradisional dan bagaimana upaya-upaya yang 

diambil PD Pasar Surya untuk melindungi dan memberdayakan pasar 

tradisional Wonokromo. 

Narasumber : “Sebenarnya yang menjadi permasalahan utama yang 

mengancam pasar tradisional adalah keberadaan pasar 

modern dek. Bisa dilihat bahwa sekarang banyak pasar 

tradisional yang sekarang berdekatan dengan Alfamart, 

Indomart, dan minimarket lainnya. Selain itu juga, 

keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pasar 

tradisional membuat banyak pengunjung yang awalnya 

ingin datang ke pasar tradisional justru berbelok menuju 

ke PKL. Permasalahan tersebut didukung dengan 

kondisi bangunan pasar tradisional yang rata-rata sudah 

tua dan belum dilakukan renovasi, yang kemudian 

menyebabkan pengunjung pasar tradisional mulai 
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menurun. Nah selanjutnya, PD Pasar Surya selaku 

pengelola pasar tradisional Wonokromo mempunyai 

wewenang untuk melindungi dan memberdayakan pasar 

Wonokromo dengan berbagai aspek, yaitu: kepastian 

hukum, pedagang di pasar Wonokromo memiliki hukum 

dan legalitas yang resmi, pedagang-pedangang ini 

dilindungi sesuai dengan peraturan antara hak dan 

kewajiban yang diatur dalam Peraturan Direksi yang 

diketahui oleh pemerintah kota; selanjutnya persaingan 

dengan pelaku usaha lainnya, didalam pasar tradisional 

Wonokromo sendiri pedagang berlomba-lomba dalam 

bersaing dengan pedagang lainnya, untuk menjaga 

kestabilan harga, PD Pasar Surya juga melakukan 

intervensi kepada pedagang selaku pengelola Pasar 

Tradisional Wonokromo supaya harga produk yang 

dijual selaras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).” 

(Ibu Dilla, selaku unit bagian Litbang, wawancara 

dilakukan pada 17 Mei 2021) 

 

Dalam kasus ini, jika melihat hasil dari wawancara diatas dapat dilihat 

bahwa saat ini pasar tradisional mengalami persaingan yang kurang sehat 

dengan pasar modern dan PKL. Untuk menghindari persaingan yang tidak 

sehat tersebut, maka pemerintah khususnya PD Pasar Surya perlu melakukan 

perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Wonokromo agar 

keberadaannya tetap terjaga. 

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan petugas PD Pasar 

Surya terkait faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah 

No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional di Kota Surabaya. Untuk itu peneliti menanyakan kepada 

narasumber untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi 

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya. 
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Narasumber : “Begini dek, dalam melindungi dan memberdayakan 

pasar tradisional, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu keberadaan pasar modern seperti 

Indomart dan Alfamart, kemudian adanya Pedagang 

Kaki Lima di sekitar pasar tradisional, dan kondisi 

bangunan yang kurang layak. Kalau untuk kondisi 

bangunan pasar itu kan memang rata-rata pasar 

tradisional bentuk bangunannya memang kurang bagus 

ya, kondisi yang sudah tua, belum ada renovasi, dan 

sebagian pasar yang di renovasi memang hanya kelas 

utama saja, dan dari PD Pasar Surya belum ada renovasi 

ataupun perbaikan pasar, dikarenakan kondisi keuangan 

yang masih belum stabil.” (Ibu Dilla, selaku unit bagian 

Litbang, wawancara dilakukan pada 17 Mei 2021). 

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi Peraturan Daerah No.3 

Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 

di Kota Surabaya, yaitu kepastian hukum, aturan zonasi dan perijinan, 

keberadaan pasar modern, keberadaan PKL, dan kondisi bangunan, 

infrastruktur, dan lingkungan pasar tradisional. 

4.2.1  Kepastian Hukum 

Pasar tradisional dilindungi oleh Peraturan Presiden No.112 

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pemerintah telah 

memberikan otoritas kepada daerah untuk mengatur serta merawat 

pasar tradisional maupun pasar modern supaya kedua pasar ini tidak 

saling menyisihkan dan menghilangkan satu sama lain, namun 

kedua pasar tersebut saling mendukung dan menjadi partner 

strategis dalam mendorong pembangunan dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan pusat. 
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Sejalan dengan peraturan presiden diatas, beberapa 

kabupaten maupun kota di Indonesia mulai menterbitkan regulasi 

turunan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan 

daerah yang dikeluarkan memiliki maksud dan tujuan untuk 

melindungi pasar tradisional. 

Sejatinya, pemerintah telah mengupayakan konsep 

perlindungan kepada pasar tradisional dalam Peraturan Presiden 

No.112 Tahun 2007 pada pasal 4. Berdasarkan peraturan Peraturan 

Presiden No.112 Tahun 2007 pasal 4, disebutkan bahwa pendirian 

pusat perbelanjaan dan toko modern perlu memperhatikan beberapa 

aspek yaitu: 

a. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar dan kehadiran 

pasar tradisional, usaha menegah, dan usaha kecil, yang terdapat 

di daerah pendirian pasar modern. Hal ini meliputi: tingkat 

kepadatan dan pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan 

ekonomi rumah tangga, struktur penduduk menurut mata 

pencaharian dan pendidikan, dll. 

b. Jarak antara pendirian pasar modern dengan pasar tradisional di 

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. 

Penetapan jarak ini harus memperhatikan beberapa aspek yaitu: 

pola kehidupan masyarakat setempat, tingkat kepadatan dan 

pertumbuhan penduduk, jam operasional toko swalayan yang 

tidak mematikan usaha pasar tradisional maupun toko eceran di 
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sekitarnya, arus lalu lintas wilayah, potensi ekonomi daerah 

setempat dll. 

c. Pasar modern wajib menyediakan area parkir minimal untuk 1 

(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m2 luas lantai 

penjualan pasar modern. 

d. Pasar modern wajib menyediakan fasilitas yang aman, bersih, 

tertib sehat (hygienis), dan ruang publik yang nyaman. 

 Peraturan Presiden diatas kemudian diikuti oleh Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Di dalam peraturan menteri ini 

juga diatur perihal luas toko swalayan, lokasi, perizinan, kemitraan 

dengan UMKM, serta zonasi. Selain itu diatur kewajiban Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengutamakan barang 

dagangan produksi dalam negeri. 

 Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala 

pasar tradisional Wonokromo terkait kepastian dan perlindungan 

hukum yang dimiliki oleh pasar tradisional. 

 Untuk itu, peneliti bertanya bagaimana regulasi dalam 

perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional. 

Narasumber: “Pasar tradisional tentu memiliki payung hukum 

yang dapat melindungi keberadaan pasar 

tradisional ini. Ada beberapa peraturan, baik itu 

peraturan pusat, peraturan daerah, maupun 
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peraturan kementrian. Salah satu peraturan dasar 

tersebut adalah Peraturan Presiden No. 112 

Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan No. 

23 Tahun 2021, Dan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur No. 3 Tahun 2008. Nah peraturan-

peraturan inilah yang menjadi dasar dan payung 

hukum yang dimiliki oleh pasar tradisional, 

karena didalam peraturan tersebut ada pasal-

pasal yang mengatur tentang keberadaan pasar 

tradisional, begitu mbak.” (Bapak Ketut, selaku 

Kepala Pasar Tradisional Wonokromo, 

wawancara di lakukan pada 12 April 2021. 

 Dari pernyataan narasumber di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pasar tradisional, termasuk Pasar Wonokromo memiliki 

beberapa regulasi atau peraturan, mulai dari pusat hingga daerah. 

Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi 

keberadaan pasar tradisional dan menata keberadaan pasar modern 

agar tidak tumpang tindih dan berdekatan. Dalam peraturan tersebut 

telah dijelaskan bahwa penataan dan pengelolaan terhadap pasar 

tradisional dan pasar modern diharapkan mampu melindungi dan 

memberdayakan pasar tradisional sehingga pasar tradisional dapat 

tumbuh dan berkembang di tengah keberadaan pasar modern agar 

dapat menciptakan persaingan yang sehat. Hal ini diharapkan dapat 

membuat pasar tradisional dan pasar modern saling 

menguntungkan, memperkuat, dan memerlukan satu sama lain. 

4.2.2  Aturan Zonasi dan Perijinan 

Kota Surabaya yang terus mengalami perkembangan sebagai 

kota metropolis telah memikat para pelaku usaha untuk mendirikan 

pusat perbelanjaan dan pasar modern seperti hypermarket maupun 



77 
 

supermarket. Fakta tersebut ditandai dengan berdirinya toko-toko 

modern seperti minimarket, supermarket, department store, 

hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang 

memiliki jaringan luas yang tersebar diberbagai wilayah kota 

Surabaya sejak beberapa tahun terakhir. (Oemar Moechtar, 2011). 

Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang dapat 

dikatakan tidak seimbang memerlukan bantuan dari pemerintah 

daerah. Bantuan yang dimaksud yaitu pembatasan pendirian pasar 

modern, setidaknya sampai kebijakan mengenai aturan zonasi dan 

perizinan benar-benar jelas yang harus dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak lepas dari peran 

fungsinya, yaitu fungsi regulasi dalam  mewujudkan peraturan yang 

menjamin kepastian hukum bagi pasar tradisional. 

Sebetulnya, di kota Surabaya sendiri ada wilayah-wilayah 

tertentu yang khusus diperuntukkan bagi pasar tradisional maupun 

modern. Tetapi pada kenyataannya, aturan zonasi tersebut tidak di 

laksanakan dengan benar. Sebab itulah, keberadaan minimarket di 

dalam perkampungan dan disekitar pasar tradisional adalah sesuatu 

yang wajar terjadi. 

Pemerintah berusaha menyelesaikan masalah zonasi ini, 

dengan melakukan intervensi kebijakan pada akhir tahun 2007 

melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan 
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Toko Modern. Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 

112 Tahun 2007, disebutkan bahwasannya lokasi pendirian toko 

modern harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, 

termasuk peraturan zonasinya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat 

memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah dalam mengenai 

kewilayahannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar 

Modern di Jawa Timur. 

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasal 5, 

yang mengatur lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan maupun 

toko modern maka: 

a) Lokasi Perkulakan hanya boleh berada pada akses sistem 

jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. 

b) Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh berada 

pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak 

boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan 

(perumahan) di dalam kota/perkotaan. 

c) Lokasi Supermarket dan Departement Store tidak boleh berada 

pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada 
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pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam 

kota. 

d) Lokasi Minimarket boleh berada pada setiap sistem jaringan 

jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan 

pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. 

e) Lokasi Pasar Tradisional boleh berada pada setiap sistem 

jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan 

lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten 

atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam kota/kabupaten. 

Namun, keberadaan peraturan tersebut di anggap belum 

mampu mengatur jarak antara toko modern dengan pasar tradisional 

secara spesifik. Tidak adanya aturan pasti mengenai jarak yang 

harus diperhatikan oleh pelaku usaha sebelum mendirikan pasar 

modern akan mengakibatkan keberadaan pasar tradisional semakin 

tersingkirkan. 

Selain itu, semakin berkembangnya pasar modern 

mengharuskan Pemerintah untuk segera melakukan langkah-

langkah strategis untuk melindungi pasar tradisional dari serangan 

pasar modern yang membabi buta sekarang ini. Salah satu langkah 

yang dapat diupayakan adalah menterbitkan peraturan guna 

mengendalikan keseimbangan pasar tradisional dengan pasar 

modern. Perizinan merupakan poin penting dalam hal berdirinya 

suatu pasar. Regulasi perizinan berkaitan dengan pemenuhan 



80 
 

dokumen-dokumen administrasi yang meliputi Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin 

Gangguan (Hinder Ordonantie) serta perizinan khusus lain. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan 

petugas PD Pasar Surya terkait dengan aturan zonasi pasar 

tradisional dan pasar modern. 

Untuk itu peneliti menanyakan bagaimana aturan zonasi 

yang diterbitkan oleh pemerintah, dan apakah aturan zonasi tersebut 

mampu melindungi pasar tradisional dari pendirian pasar modern 

yang kian banyak. 

Narasumber: “Iya dek, sekarang ini bisa kita lihat, minimarket 

seperti Alfamart, Indomart, letaknya bisa dicari 

dengan mudah. Bahkan tidak jauh dari pasar 

tradisional, kadang terdapat Indomart disitu. Itu 

bukan sesuatu yang normal, itu sesuatu masalah 

yang perlu ditangani. Namun karena tidak adanya 

aturan zonasi yang jelas, mengenai berapa meter 

radius antara pasar modern dan pasar tradisional, 

akhirnya sesuatu yang salah itu menjadi normal 

pada akhirnya. Selain itu, perijinan mengenai 

berdiri nya pasar modern ini yang perlu 

diperhatikan agar pendirian pasar modern tidak 

mematikan pasar tradisional.” (Ibu Dilla, selaku 

unit bagian Litbang, wawancara dilakukan pada 17 

Mei 2021) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa memang ada peraturan yang mengatur tentang zonasi pasar 

modern maupun pasar tradisional. Namun aturan tersebut belum 

mampu melindungi pasar tradisional, sebab tidak adanya aturan jelas 
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mengenai minimal jarak dengan pasar tradisional yang harus 

diperhatikan oleh pasar modern sebelum membangun dan 

mendirikan pasar modern. Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum 

mampu melindungi dan memberdayakan pasar tradisional akibat 

banyaknya pasar modern yang pendiriannya berdekatan dengan 

pasar tradisional. 

  Jika melihat kedalam Peraturan Daerah kota Surabaya 

Nomor 12 Tahun 20014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota 

Surabaya tahun 2014-2034, pendirian toko modern hanya boleh 

berada di lokasi kawasan perdagangan dan jasa. Namun pada 

kenyataannya saat ini, ada banyak toko modern yang melanggar 

aturan ini, terdapat beberapa toko modern yang didirikan di luar 

kawasan perdagangan dan jasa. Pola perkembangan toko modern 

yang semakin berkembang, mengakibatkan toko modern tersebut 

distribusinya tidak merata dan dibangun di kawasan-kawasan 

strategis. Ijin yang diperoleh dengan mudah dalam pendirian toko 

modern ini merupakan bentuk nyata tidak tepatnya sebuah peraturan 

perijinan lokasi dan aturan zonasi yang mengatur secara lebih 

spesifik kebutuhan lokasi toko modern dalam RT/RW. Jika tidak 

segera diatur melalui penataan zonasi toko modern di Surabaya, jelas 

dapat menjadi dampak baik dari segi fisik, lingkungan, tata ruang 

maupun transportasi. 
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  Hal ini dapat di artikan bahwa kebijakan pemerintah Kota 

Surabaya terhadap lokasi dan jarak sebagaimana yang diatur oleh 

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pemberdayaan 

Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern di Kota Surabaya 

tidak berjalan. 

 

4.2.3  Keberadaan Pasar Modern 

Keberadaan pasar modern seperti hypermarket, minimarket, 

dan supermarket, menimbulkan anggapan di khalayak ramai bahwa 

berdirinya pasar modern dapat merugikan keberadaan pasar 

tradisional di kota Surabaya. Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen 

(2005), setiap tahunnya sebanyak 31,4% pasar modern tumbuh di 

Indonesia, sementara sebanyak 8% pasar tradisional menyusut 

setiap tahunnya. Dari hasil analisis Kementerian Koperasi dan UKM 

dengan PT Solusi Dinamika Manajemen (2005) memperlihatkan 

bahwa eksistensi pasar modern mengancam keberadaan pasar 

tradisional. Akibat dari keberadaan pasar modern ini, menyebabkan 

omzet penjualan di pasar tradisional mengalami penurunan. 

Berdasarkan data dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh 

Indonesia (APPSI) di tahun 2005 seperti dikutip website 

Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa, setiap 

tahunnya sekitar 400 unit toko di pasar tradisional harus tutup usaha. 
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Jumlah penutupan pasar ini kemungkinan akan terus bertambah 

seiring dengan keberadaan pasar modern yang semakin meningkat. 

Pada mulanya, perkembangan pasar modern ditujukan 

kepada masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Namun 

seiring berjalannya waktu, saat ini kehadiran pasar modern mulai 

merambah ke masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. 

Hal ini bisa dilihat dengan minimarket-minimarket yang terdapat di 

wilayah kecamatan. Kehadiran pasar modern dalam bentuk 

minimarket, kini telah identik dengan Indomart dan Alfamart. 

Kedua pasar modern ini sedang giat dalam mengembangkan ritel 

bisnisnya dengan membuka gerai sampai ke daerah-daerah. Di tahun 

2017, pendirian gerai Indomart memasuki angka 15.335 (mengalami 

pertumbuhan 74% dari tahun 2013). Di tahun yang sama, pendirian 

gerai Alfamart sebanyak 13.400 (mengalami pertumbuhan 44% dari 

tahun 2013). 

Di sekitar pasar tradisional kini bisa dijumpai keberadaan 

Indomart maupun Alfamart, bahkan dewasa ini, bukan sesuatu yang 

aneh jika dua gerai pasar modern tersebut berdiri berdekatan. 

Kondisi kedua pasar modern yag berdekatan ini tentu memancing 

persaingan guna mendapatkan konsumen. Kemunculan pasar 

modern ini tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap para 

pedagang tradisional. 
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Selain keberadaan pasar modern tersebut, waktu operasional 

pasar modern yang cukup lama juga menjadi permasalahan. Pasar 

modern di kota Surabaya rata-rata memulai waktu operasionalnya 

pada pukul 7:00 WIB dan menutup gerainya pada pukul 22:00 WIB. 

Tidak cukup sampai disitu, di hari-hari tertentu pasar modern 

bahkan bisa menutup gerainya hingga pukul 00:00 WIB. Hari-hari 

tertentu yang dimaksud adalah hari besar nasional, hari besar 

keagamaan atau hari tertentu lainnya. Bahkan, di beberapa tempat, 

bisa dijumpai gerai Indomart atau Alfamart yang buka hingga 

24jam. Akibatnya, semakin banyak waktu operasional yang 

dijalankan oleh pasar modern, maka semakin banyak pengunjung 

yang dapat dilayani. 

Lokasi pasar-pasar modern atau minimarket yang cukup 

dekat, serta waktu operasional pasar modern yang terlalu lama 

secara tidak langsung memperlihatkan betapa lemahnya pemerintah 

dalam mengawasi perkembangan pasar modern. Oleh karenanya, 

pemerintah melalui Perpres No. 112 tahun 2007 menetapkan bahwa 

waktu operasional untuk pasar modern berupa minimarket, 

hypermarket, departemen store maupun supermarket: 

 Waktu operasional dimulai pukul 10.00 dan ditutup pukul 

22.00 waktu setempat di hari Senin sampai dengan Jumat. 

 Waktu operasional dimulai pukul 10.00 dan ditutup pukul 

23.00 waktu setempat di hari Sabtu dan Minggu. 
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 Waktu operasional dapat melebihi pukul 22.00 waktu 

setempat di hari besar keagamaan, libur nasional atau hari 

tertentu lainnya. 

Keberadaan pasar modern memiliki banyak jenis berdasarkan 

luas bangunannya. Untuk menentukan jenis pasar modern dalam 

Perpres No. 112 tahun 2007 juga disebutkan tentang batasan luas 

bangunannya; 

 Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh departemen store 

harus seluas diatas 400 m2. 

 Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh perkulakan harus 

seluas 5. 000 m2. 

 Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh hypermarket harus 

seluas diatas 5. 000 m2. 

 Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh supermarket harus 

seluas antara 400 m2 ² 5.000 m2. 

 Luas bangunan yang wajib dimiliki oleh minimarket yang 

merupakan toko modern luas bangunannya kurang dari 400 

m2. 

Ancaman lain yang datang dari keberadaan pasar modern adalah 

pergeseran kebiasaan pengunjung yang dapat mematikan pedagang 

di pasar tradisional. Letak kedua pasar modern yang berdekatan  

melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar 
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tradisional telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar 

tradisional ke pasar modern. (Endi Sarwoko, 2008). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan ramah yang dimiliki 

oleh pasar modern menjadi salah satu penyebab peralihan minat para 

pengunjung di berbagai wilayah. Selain pelayanan, kondisi pasar 

modern yang ber-AC, nyaman, bersih, aman, dan sarana hiburan 

juga menjadi kelebihan dari pasar modern yang tidak dimiliki oleh 

pasar tradisional. Pasar modern kini telah diminati oleh kaum ibu, 

remaja, kalangan pria, bahkana anak-anak. Sedangkan pasar 

tradisional yang awalnya digunakan oleh kaum ibu untuk berbelanja 

kebutuhan, kini mulai sedikit berkurang.  

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala 

pasar tradisional Wonokromo terkait dengan keberadaan pasar 

modern. Untuk itu peneliti menanyakan seperti apa dampak 

keberadaan pasar modern pada pasar tradisional. 

Narasumber: “Menurunnya jumlah pengunjung pasar 

tradisional memang sedikit banyak berkaitan 

dengan adanya pasar modern. Fakta bahwa di 

dalam pasar modern itu lebih bersih, lebih 

teratur, nyaman, tidak perlu berdesak-desakan, 

memang adalah poin unggul pasar modern. 

Tetapi perlu diperhatikan bahwa pasar 

tradisional juga memiliki poin unggul 

tersendiri, contohnya transaksi tawar menawar 

yang tidak bisa dilakukan di pasar modern, dan 

lagi biasanya ibu-ibu yang berbelanja di pasar 

tradisional mencari barang yang segara, seperti 

ikan atau udang, nah yang seperti itu kan tidak 

dapat di temukan di pasar modern atau 
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minimarket pada umumnya.” (Bapak Ketut, 

selaku kepala pasar tradisional Wonokromo, 

wawancara dilakukan pada 12 April 2021). 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik 

pasar modern dan pasar tradisional, keduanya memiliki keunggulan 

masing masing. Walau tidak dipungkiri memang banyak masyarakat 

yang lebih nyaman berbelanja di pasar modern ketimbang pasar 

tradisional. 

 

4.2.4  Keberadaan PKL 

Selain karena keberadaan pasar modern, ada persoalan 

lainnya yang di hadapi oleh pedagang pasar tradisional yaitu 

semakin menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang secara 

langsung merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkup 

pasar tradisional yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. 

Hal ini ditambah dengan barang dagangan yang dijudal oleh para 

pedagang PKL hampir sama persis dengan barang dagangan yang 

dijual oleh pedagang pasar tradisional. Dengan begitu, pengunjung 

lebih memilih berbelanja di pedagang PKL karena letaknya yang 

berada di sekitar pasar tradisional menyebabkan pengunjung tidak 

perlu memarkirkan kendaraan dan masuk kedalam pasar tradisional. 

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan kepala 

pasar tradisional Wonokromo terkait keberadaan PKL. Untuk itu, 
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peneliti bertanya bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya 

PKL ini. 

Narasumber: “Sebenarnya, bukan hanya pasar modern saja 

yang menjadi saingan pasar tradisional. 

Mbak bisa lihat di sekeliling pasar 

Wonokromo ini, ada banyak pedagang kaki 

lima (PKL) yang tersebar disini. Keberadaan 

PKL itu tidak hanya di pasar Wonokromo 

saja, tapi hampir semua pasar tradisional, 

pasti disitu ada PKL. Nah PKL ini, karena 

mereka tidak berada di dalam pasar 

tradisional, tidak membayar sewa, mereka 

ini yang justru mematikan pedagang pasar 

tradisional. Pelanggan yang awalnya datang 

ke pasar tradisional, ketika sampai justru 

melihat PKL, tidak perlu parkir mereka 

langsung belanja di PKL itu. Apalagi 

barang-barang yang dijual oleh PKL itu 

sama persis dengan yang dijual oleh 

pedagang pasar tradisional. Inilah yang 

pemerintah perlu perhatikan.” (Bapak Ketut, 

selaku kepala pasar tradisional Wonokromo, 

wawancara dilakukan pada 12 April 2021). 

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan PKL yang tidak memiliki aturan tersendiri merupakan 

saingan pasar tradisional. Oleh karena itu perlu adanya tindakan 

tegas dari pemerintah untuk menertibkan para PKL ini. 

 

4.2.5  Kondisi Bangunan, Infrastruktur, Dan Lingkungan Pasar Tradisional 

Faktor lainnya adalah masalah sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh pasar tradisional. Usia bangunan pasar yang sudah 

menua, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang 

terpelihara, hingga kurangnya lahan parkir dan buruknya sirkulasi 
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udara menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pasar tradisional. 

Kondisi pasar modern yang identik dengan kebersihan, ruangan 

yang ber-AC, pelayanan yang ramah, dan kondisi bangunan yang 

baik jelas terlihat lebih baik dibandingkan pasar tradisional yang 

identik dengan kondisi bangunan yang tua dan tidak terawat, 

suasana yang berdesak-desakan, serta lingkungan yang cenderung 

kotor. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan 

petugas PD Pasar Surya terkait dengan kondisi bangunan pasar 

Wonokromo. Untuk itu peneliti menanyakan apakah bangunan pasar 

Wonokromo sudah bagus atau perlu perbaikan. 

Narasumber: “Begini dek, pasar tradisional ini kan memang 

sejarahnya sudah sangat lama ya. Sudah 

berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, menjadi 

peninggalan tersendiri begitu. Nah karena 

pasar ini berdiri sudah sejak lama, maka perlu 

adanya perbaikan atau revitalisasi pasar 

tradisional. Tujuannya adalah supaya pasar 

tradisional ini tidak terbengkalai, dan tidak 

kalah saing dengan pasar modern. Di 

beberapa pasar yang ada di Surabaya, 

khususnya yang dikelola oleh PD Pasar Surya, 

sudah dilakukan perbaikan, termasuk pasar 

tradisional Wonokromo, nah bagaimana 

dengan pasar-pasar lainnya? Nah, itu memang 

menjadi tugas tersendiri bagi PD Pasar Surya, 

karena memang untuk perbaikan bangunan 

pasar butuh dana yang tidak sedikit kan.” (Ibu 

Dilla, selaku unit bagian Litbang, wawancara 

dilakukan pada 17 Mei 2021). 
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Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pasar Wonokromo 

adalah salah satu dari pasar tradisional di Surabaya yang dikelola oleh PD Pasar 

Surya yang telah mengalami perbaikan. 

 

4.3 Kendala Yang Ditimbulkan dari Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 

2008 dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya. 

Dalam melakukan Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam 

Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, 

terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi, meliputi: 

a. Perlindungan terhadap pasar tradisional telah diatur dalam aturan yang 

tertuang dalam Perpres No. 112 tahun 2007, Permendag No.23 Tahun 

2021, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008. 

Sayangnya terdapat kendala dalam penegakkan hukum ini, sanksi yang 

ditetapkan dinilai kurang mampu memberikan efek jera, sehingga 

oknum yang melanggar peraturan tersebut tidak merasa takut. Oleh 

sebab itu, pemerintah perlu menindak tegas dengan mengeluarkan 

peraturan perundangan yang jelas dalam memberikan pedoman yang 

berisi tentang perlindungan pasar tradisional atau setidak-tidaknya 

mensinergikan antara kepentingan pasar tradisional dan pasar modern. 

Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat dilakukan dengan 

cara memperketat proses perijinan dan penegakan hukum. 
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b. Semakin banyaknya pendirian minimarket menunjukkan bahwa 

masyarakat memiliki yang cukup tinggi dalam mengembangkan pasar 

modern. Keuntungan yang ditawarkan dari usaha minimarket 

mendorong tingginya minat untuk mendirikan usaha tersebut. Sehingga 

di Kota Surabaya terdapat indikasi beberapa minimarket yang 

melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya minimarket yang ada. 

c. Beralihnya pengunjung ke pasar modern disebabkan karena waktu 

operasional dan strategi yang di terapkan oleh minimarket. Minimarket 

sering memberikan diskon atau potongan harga pada produk-produk 

tertentu agar pengunjung datang berbelanja di minimarket. Selain itu, 

adanya ketidakpatuhan pasar modern terhadap aturan mengenai waktu 

operasional pasar modern, seharusnya waktu operasional untuk pasar 

modern (minimarket) bisa dibuka setelah waktu operasional pasar 

tradisional di tutup. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa 

minimarket yang beroperasi hingga 24 jam. 

d. Kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik seperti sarana 

dan prasarana yang minim menjadi masalah internal yang terjadi 

hampir di seluruh pasar tradisional. Selain itu, disekitar pasar 

tradisional berdiri para pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi 

pengunjung pasar. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah: 

a. Berkaitan dengan peraturan pemerintah yang belum jelas mengenai 

perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional, maka 
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pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menterbitkan peraturan 

yang jelas, tegas, dan transparan, pemerintah juga perlu memberikan 

sanksi tegas bagi para pelaku usaha yang melanggarnya baik sanksi 

pidana maupun sanksi administratif, dan pemerintah wajib bertindak 

sebagai wasit, jujur dan bertanggungjawab. 

b. Perlu adanya pemeriksaan ulang mengenai pendirian minimarket atau 

pasar modern. 

c. Pemerintah perlu mengawasi pasar modern, bila perlu adanya tindakan 

tegas bagi pasar-pasar modern yang ketahuan melanggar. 

d. Berkaitan dengan internal pasar yang perlu dibenahi, PD Pasar Surya 

selaku pengelola pasar tradisional bisa segera melakukan perbaikan 

kepada pasar-pasar tradisional yang ada di kota Surabaya untuk 

meningkatkan kenyamanan di pasar tradisional agar tidak terkesan 

becek, bau, kotor dan agar konsumen dapat betah berbelanja di pasar 

tradisional. Selain itu, pedagang di pasar tradisional juga mempunyai 

tugas untuk meningkatkan kepuasan konsumen melalui peningkatan 

kualitas produk yang dijajakan, pelayanan kepada konsumen dan juga 

yang paling penting mengenai harga yang ditentukan oleh pedagang 

pasar tradisional, agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern. 

e. Dalam menjaga persaingan yang sehat antara pedagang pasar 

tradisional dan PKL, perlu adanya kerjasama antara PD Pasar Surya dan 

Satpol PP. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data hasil penelitian, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan 

terhadap pasar tradisional di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya 

melalui Perusahaaan Daerah Pasar Surya (PDPS): 

1. Dari Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan 

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya yang dilakukan 

dengan 5 (lima) indikator dapat dikatakan bahwa pada saat ini kebijakan 

tersebut sudah mampu mencapai hasil dan manfaatnya. Hal ini antara lain, 

pada efektifitas kebijakan, hasil dari pelaksanaan kebijakan cukup berhasil 

dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pada nilai kecukupan kebijakan, 

seiring waktu hasilnya kurang mampu untuk memecahkan masalah. Pada 

pemerataan kebijakan, seiring waktu hasilnya mampu untuk 

mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Pada responsifitas 

kebijakan, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional 

dapat memuaskan pedagang pasar tradisional. Hal itu dapat dilihat dari 

partisipasi masyarakat yang tetap datang ke pasar tradisional. Pada 

ketepatan kebijakan, menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan sudah 

tercapai dengan baik. 

2. Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dalam Hal Perlindungan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Surabaya dipengaruhi oleh 5 
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(lima) faktor yaitu; kepastian hukum, aturan zonasi dan perijinan, 

keberadaan pasar modern, keberadaan PKL, serta kondisi bangunan, 

infrastruktur, dan lingkungan pasar tradisional. 

3. Kendala yang ditemui dalam Evaluasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 

dalam Hal Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota 

Surabaya adalah sanksi yang ditetapkan dinilai kurang mampu memberikan 

efek jera, adanya indikasi beberapa minimarket yang melakukan 

pelanggaran, dan kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: 

a. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan perundangan yang 

memberikan arahan yang memuat tentang perlindungan pasar 

tradisional. Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat 

dilakukan dengan cara memperketat proses perijinan dan penegakan 

hukum. 

b. Pemerintah perlu melakukan upaya kerjasama antara PD Pasar Surya 

dan juga Satpol PP dalam menertibkan keberadaan PKL. 

c. Perlu adanya perbaikan yang dilakukan kepada pasar tradisional, agar 

pedagang dan pengunjung sama-sama nyaman bertransaksi didalam 

pasar tradisional. 
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